PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

I.  Pengertian Profesi 

A. Menurut Black’s Law Dictionary, Profesi adalah pekerjaan yang mensyaratkan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan khusus, biasanya pada tingkat lanjut, misalnya profesi hukum atau kedokteran

B. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebaginya) tertentu.

II. Pengertian Tanggung Jawab Profesi
     

Tanggung jawab profesional berarti tanggung jawab dari pemberi jasa atau pengemban profesi tertentu atas jasa yang diberikannya.  Tanggung jawab profesional terdiri dari dua macam :

A. Tanggung jawab profesional berdasarkan kode etik organisasi profesi yang bersangkutan (intern);

B. Tanggung jawab profesional berdasarkan hukum positif (ekstern)

Tanggung jawab profesional berdasarkan hukum positif maksudnya adalah tanggungjawab hukum pemberi jasa/pengemban profesi tertentu yang diberikan kepada kliennya atau tanggung jawab hukum pengemban profesi terhadap pihak ketiga.   Tanggung jawab profesional berdasarkan hukum meliputi :

A. Terhadap Kliennya, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan hukum perbuatan melawan hukum;

B. Terhadap pihak ketga, atas dasar hukum perbuatan melawan hukum

Tanggungjawab Profesional Berdasarkan Perjanjian :

- Berdasarkan Pasal 1601 BW, yang menyatakan :


“Selain perjanjian untuk melakukan jasa, yang diatur oleh ketentuan khusus dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dan apabila hal itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka terdapat dua macam perjanjian, dimana suatu pihak mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah yaitu perjanjian kerja atau perburuhan serta pemborongan pekerjaan”

   Berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan, dapat digolongkan menjadi :

A. Perjanjian untuk melakukan jasa;

B. Perjanjian kerja/perburuhan; dan

C. Perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perikatan yang timbul antara profesional (pemberi jasa) dengan kliennya (penerima jasa) terjadi karena antar mereka dibuat perjanjian yang dikualifikasikan sebagai perjanjian untuk melakukan jasa.  Berdasarkan Pasal 1601 BW, perjanjian melakukan jasa TIDAK DIATUR dalam BW melainkan diatur berdasarkan ketentuan khusus, ketentuan dalam perjanjian yang bersangkutan dan hukum kebiasaan.  Ketentuan khusus adalah semua ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi profesi yang mengikat para profesional, seperti dalam sumpah jabatan dokter atau Advokat, atau peraturan jabatan Notaris.  Sementara itu, yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam perjanjian adalah semua kondisi yang diperjanjikan dalam perjanjian melakukan pekerjaan atau jasa termaksud, dalam hal ini sangat bervariasi tergantung dari jasa yang dikehendaki oleh penerima jasa.  Namun demikian ketentuan hukum perjanjian sebagaimana termuat dalam Buku III BW tetap berlaku terhadap perjanjian melakukan jasa ini, antara lain : Ketentuan mengenai keabsahan perjanjian (Pasal 1320 juncto Pasal 1338 BW); ketentuan mengenai akibat perjanjian (Pasal 1338 BW); ketentuan mengenai penafsiran perjanjian (Pasal 1342 BW) dan ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi/kelalaian (Pasal 1243 BW).

